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ABSTRACT 

Juridical Analysis of Accountability Children Under Age As Actors Crime 

Persecution Causes of Death Associated With The Principles of Child 

Protection in The Indonesian Legal System 

DewiHapsariYaraRizkia 

(1087050) 

Children are the future generation to be protected from crime. Children often 

become victims, and not infrequently a perpetrator of a criminal including 

persecution that led to the death.  Crime committed by a child become a heavy 

blow for the world of law enforcement in Indonesia, because one of the major 

problems in child’s criminalization is bad effects of punishment on children's 

development. Criminalization often bring a bad seal for someone, that in the 

context of the child, it will be very destructive to the life that is still a long. These 

problems create a dilemma between upholding justice or upholding the principles 

of child protection.  This study is trying to answer those issues. 

To adress the issues in this paper, the author used normative juridical approach 

to the material in the form of primary legal materials, secondary and tertiary. 

This study uses descriptive analytical methodology to analyze regulation of 

persecution that led to death done by children under ageand compliance with the 

principles of the protection of the rights of children as stipulated in Act number 

23, 2002 about Child Protection.Regulation of child maltreatment that led to the 

death are organized through Article 351 paragraph (3) Indonesian Criminal Code 

with the requirements of leniency ½ of adult criminal through Article 79 

Paragraph (2) Juvenile Justice System Act. The existence of the Law on the 

Criminal Justice System Child ensure that there is a necessity to provide 

protection of children as defined in the Law on Child Protection in the judicial 

process. 

The law enforcement in dealing with cases done by children should always 

consider the principles in the Criminal Justice System Children. Although in 

prosecuting criminal offenses committed by children has priorotize the principle 

of restorative justice, but if the category of serious criminal offenses such as 

maltreatment resulting in death, the imprisonment may be imposed. It is also a 

manifestation of the principle of justice for victims of crime. 

Keynote : Accountability of Children Under Age, Crime Actors Persecution 

Causes of Death 
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ABSTRAK 

Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Anak Di Bawah Umur 

Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian 

Dikaitkan Dengan Prinsip-PrinsipPerlindunganAnakDalamSistemHukum 

Indonesia 

 

DewiHapsariYaraRizkia 

(1087050) 

 

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari kejahatan. 

Anak kerap kali menjadi korban dan tak jarang pula menjadi pelaku dari tindak 

pidana penganiayaan yang bahkan menyebabkan kematian. Kriminalitas yang 

dilakukan oleh anak menjadi pukulan berat bagi dunia penegakan hukum di 

Indonesia, karena salah satu persoalan besar dalam pemidaan anak adalah efek buruk 

pemidanaan terhadap perkembangan anak. Pemidanaan kerap mendatangkan cap 

buruk pada seseorang, yang dalam konteks anak, akan amat deskruktif terhadap 

kehidupannya yang masih panjang. Permasalahan tersebut membuat dilematik antara 

menjunjung keadilan atau menegakkan prinsip-prinsip perlindungan anak. Penelitian 

ini berusaha menjawab permasalahan-permasalahan tersebut tersebutPermasalahan 

tersebut berusaha dianalisis oleh penelitian ini.  

Metode penelitian yang digunakan ialah Yuridis Normatif dengan bahan 

berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis menggunakan sifat 

penelitian deskriptif analitis yaitu meneliti pengaturan tindak pidana penganiayaan 

yang menyebabkan kematian yang dilakukan anak di bawah umur  serta kesesuaian 

dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Ketentuan mengenai 

pemidanaan anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Anak. Pengaturan  terhadap anak yang melakukan 

penganiayaan yang menyebabkan kematian diatur melalui Pasal 351 ayat (3) KUHP 

dengan persyaratankeringanan hukuman ½ dari pidana orang dewasa menurut Pasal 

79 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya Undang-Undang 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memastikan bahwa terdapat keharusan untuk 
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memberikan perlindungan Anak sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang 

tentang Perlindungan Anak dalam proses peradilan. 

Para penegak hukum dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak sudah 

seharusnya senantiasa mempertimbangkan asas-asas dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Walaupun dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

mengedepankan prinsip keadilan restoratif, namun apabila termasuk kategori tindak 

pidana berat seperti penganiayaan yang mengakibatkan kematian, maka pidana 

penjara dapat diberlakukan. Hal tersebut juga merupakan perwujudan asas keadilan 

bagi korban tindak pidana. 

 

Kata Kunci : PertanggungjawabanAnak Di bawahUmur, 

PelakuTindakPidanaPenganiayaan Yang MenyebabkanKematian 
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